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STUDI NORMATIF TENTANG PERIZINAN ALIH FUNGSI 
LAHAN PERTANIAN DI SUKOHARJO  
ABSTRAK 
Pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan dibuat sebagai jawaban dan 
perlindunga serta kepastian hukumterhadap persoalan masyarakat pada waktu 
dibentuknya peraturan perundang- undangan. seiring dengan perkembangan 
kebutuhan masyrakat, kebutuhan akan tanah memegang peranan penting, baik di 
masa kini maupun masa mendatang. Ketersediaan tanah merupakan faktor penting 
untuk menjamin tersedianya pangan dan tempat untuk melangsungkan kegiatan 
ekonomi lain di luar pertanian. Terjadinya pertambahan penduduk dan 
perkembangan kegiatan ekonomi mempengaruhi sisi permintaan tanah yang 
luasnya bersifat tetap. Permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi non 
pertanian saat ini terus mengalami peningkatan. Adanya peningkatan kebutuhan 
lahan untuk pembangunan, sementara ketersediaan lahan relative tetap 
menyebabkan persaingan dalam pemanfaatan lahan. Kabupaten Sukoharjo juga 
mengalami alih fungsi lahan pertanian terutama sawah. Dari tahun 2014- 2015 
luas lahan sawah mengalami penyususutan sebesar 1.750 hektar.  Kabupaten 
Sukoharjo merupakan daerah yang mengalami penyusutan tertinggi di  Provinsi 
Jawa Tengah pada tahun 2014-2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaturan alih fungsi lahan pertanian  dan untuk mengetahui perizinan alih 
fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sukoharjo. Dalam penelitian ini fokus utama 
kebijakan yang diambil adalah masalah perizinan alih fungsi lahan pertanian. 
Mengapa perizinan menjadi penting, karena perizinan merupakan suatu alat untuk 
melakukan kontrol pada suatu kegiatan masyarakat. Dengan pengetatan perizinan 
alih fungsi lahan pertanian diharapkan akan dapat menekan laju alih fungsi lahan 
pertanian tersebut  sehingga dampak buruk dari alih fungsi tersebut dapat dicegah. 
Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. 
Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya 
dilakukan dengan cara melalui studi pustaka. Dengan menggunakan teknik 
analisis dengan metode deduksi dan interpretasi. Hasil penelitian ini dapat 
disimpilkan bahwa belum adanya paying hukum setingkat peraturan daerah yang 
khusus menjamin perlindungan lahan pertanian yang sudah ditetapkan sebagai 
lahan pertanian pangan berkelanjutan. 
Kata Kunci: Perizinan, Alih Fungsi Lahan Pertanian. 
ABSTRACT 
Basically every legislation is created in response and protection and legal 
certainty to the problems of society at the time of the establishment of legislation. 
along with the development of society's needs, the need for land plays an 
important role, both in the present and in the future. The availability of land is an 
important factor in ensuring the availability of food and a place for other 
economic activities outside of agriculture. The occurrence of population growth 
and the development of economic activity affect the demand side of the land whose 
breadth is fixed. The problem of the conversion of agricultural land to non-
2 
agricultural land is increasing. There is an increasing need for land for 
development, while the availability of relatively land still causes competition in 
land use. Sukoharjo regency also experienced the conversion of agricultural land, 
especially rice fields. From 2014 to 2015 the area of rice fields decreased by 
1,750 hectares. Sukoharjo regency is the region with the highest shrinkage in 
Central Java Province in 2014-2015. This study aims to determine the 
arrangement of agricultural land conversion functions and to know the permit for 
the conversion of agricultural land in Sukoharjo regency. In this study the main 
focus of the policy taken is the issue of licensing the conversion of agricultural 
land. Why licensing is important, because licensing is a tool to exercise control 
over a community activity. With the tightening of the permit for the conversion of 
agricultural land is expected to be able to suppress the rate of conversion of 
agricultural land so that the adverse effects of the transfer of functions can be 
prevented. In this research using normative juridical approach method. Using 
primary and secondary legal materials. Data collection technique is done by way 
of literature study. By using analytical techniques with methods of deduction and 
interpretation. The results of this study can be concluded that the absence of legal 
paying at the level of local regulations that specifically guarantee the protection 
of agricultural land that has been defined as sustainable food agriculture. 
Keywords: Licensing, The conversion of agricultural land 
1. PENDAHULUAN
Tanah adalah sebagai sumber kehidupan, sumber kekuasaan dan sumber 
kesejahteraan. Menyadari kedudukannya yang strategis, maka dalam politik 
hukum pertanahan Indonesia, negara berperan sebagai satu- satunya organisasi 
kekuasaan yang memiliki hak untuk mengatur peruntukannya. Peran tersebut 
selanjutnya dipergunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat melalui : 
(1) pengaturan hubungan hukum antara orang dengan tanah, (2) mengatur 
perbuatan hukum antara orang terhadap tanah, dan (3) perencanaan persediaan 
peruntukan dan penggunaan tanah bagi kepentingan umum.
1
Selain itu setiap hak
atas tanah harus memiliki fungsi sosial, dengan pengertian wajib digunakan dan 
penggunaannya tidak merugikan kepentingan orang lain. Ketersediaan tanah 
merupakan faktor penting untuk menjamin tersedianya pangan dan tempat untuk 
melangsungkankegiatan ekonomi lain di luar pertanian. Terjadinya pertambahan 
penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi mempengaruhi sisi permintaan 
tanah yang luasnya bersifat tetap. Oleh karenanya permasalahan alokasi 
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Luthfi Ibrahim Nasoetion, 2004, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, hal.1. 
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penggunaan dan penguasaan tanah senantiasa menjadi persoalan strategis untuk 
diselesaikan secara adil sejalan dengan tujuan kehidupan bersama. 
Pertambahan jumlah penduduk, perkembangan kawasan pemukiman dan 
industri serta pembangunan sarana dan prasarana menyebabkan terjadinya 
penurunan luas lahan pertanian. Hal tersebut berpengaruh pada permintaan tanah. 
Oleh sebab tersebut dapat diketahui bahwa ketersediaan tanah merupakan faktor 
penting untuk menjamin tersedianya pangan dan tempat untuk melangsungkan 
kegiatan ekonomi lain di luar pertanian. 
Walaupun demikian, keputusan mengenai konversi lahan pertanian 
menjadi lahan non pertanian tersebut memerlukan perencanaan , agar tidak terjadi 
dampak negatif (erosi, degradasi lahan, polusi). Jika perubahan tersebut tanpa ada 
pengendalian, maka akan terjadi banyak kerugian, baik dari segi fisik maupun 
aspek sosial ekonomi masyarakat. 
Sebagai upaya Pengendalian dalam hal konversia lahan pertanian menjadi 
lahan non pertanian tersebut salah satu nya melalui mekanisme perizinan. Dimana 
secara umum, tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari 
pada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi 
pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan dengan baik dari yang 
berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.
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Kepala Dinas pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, Netty 
Harjanti menegaskan, bahwa hingga saat ini Peraturan Daerah Soal RTRW yidak 
ada Perubahan. Dimana di dalamnya, terdapat perihal lahan pertanian produktif 
yang harus dilindungi seluas 20.617 hektar. Dijelaskan pula mengenai bahwa 
tidak ada toleransi terhadap alih fungsi lahan pertanian yang menjadi salah satu 
penyokong perekonomian warga.  Dimana di Sukoharjo tersisa 20.617 hektar 
lahan pertanian yang digunakan oleh 50.000 petani di 12 Kecamatan.
3
Perizinan mengenai alih fungsi lahan pertanian tersebut menjadi penting, 
karena perizinan tersebut dapat dikatakan sebagai alat untuk melakukan kontrol 
pada suatu kegiatan masyarakat dalam hal ini mengenai perizinan. Dengan 
2
Andrian Sutedi, 2015, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika, 
Hal.200. 
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Surat Kabar Solo Metro, Rabu, 22 November 2017. 
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pengetatan perizinan konversi lahan pertanian diharapkan akan dapat menekan 
laju alih fungsi lahan pertanian tersebut. Sehingga dampak buruk dari alih fungsi 
tersebut dapat dicegah. 
Perumusan masalah yang hendak penulis bahas agar tidak terlalu luas dan 
menyimpang yaitu : pertama, bagaimana pengaturan alih fungsi lahan pertanian. 
Kedua, bagaimana perizinan alih fungsi lahan pertanian di Sukoharjo. 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
pertama, untuk mengetahui pengaturan alih fungsi lahan pertanian dalam 
perspektif hukum positif. Kedua, mengetahui tentang perizinan alih fungsi lahan 
pertanian di Sukoharjo. 
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah  bahwa Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dikatakan bahwa yang dimaksud dengan 
alih fungsi lahan pertanian itu adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan 
berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian berkelanjutan baik secara tetap 
maupun sementara. Selain untuk memenuhi kegiatan industri, alih fungsi lahan 
pertanian juga terjadi secara cepat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang 
jumlahnya jauh lebih besar
4
 kemudian yang dimaksud dengan perizinan adalah
upaya mengatur kehiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan 
gangguan pada kepentingan umum. Mekanisme perizinan, yaitu melalui 
penerapan perosedur ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk 
menyelenggarakan suatu pemanfaatan lahan. Perizinan adalah salah satu bentuk 
pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki 
pemerintah, merupakan mekanisme pengendalian administrative terhadap 
kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.
5
2. METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif berupa perundang-
undangan (statute approach). Dengan menggunakan bahan hukum primer  dan 
bahan hukum sekunder. Serta menggunakan teknik pengumpulan  bahan hukum 
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Adi Sasono & Ali Sofyan Husein, 1995, Ekonomi Politik Penguasaan Tanah, Jakarta : Pustaka 
Sinar Harapan, hal.13. 
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Andrian Sutedi, Op.Cit., hal, 173 
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adalah teknik studi dokumen dan bahan pustaka baik dari media cetak maupun 
elektronik yang kemudian di kategorikan menurut jenisnya, teknik pengumpulan 
bahan hukum tersebut disebut studi pustaka.  
Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan metode deduksi dan 
interpretasi Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat dari 
Philiphus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang 
diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan 
premis mayor (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor 
(bersifat khusus), dalam logika silogistik untuk penalaran hukum, yang 
merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan fakta hukum berupa 
premis minor yang kemudian dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan atau 
conclution.
6
 Interpretasi merupakan salah satu metode penemuan hukum yang
member penjelasan mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah 
dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.  
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Pengaturan Konversi Lahan Pertanian 
Pengaturan mengenai alih fungsi lahan pertanian pada dasarnya telah 
diatur secara runtut dalam peraturan perundang-undangan. Dimana dalam setiap 
peraturan perundang-undangan terkait dengan tanah mengemban tujuan yang satu 
yaitu bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bahwa 
dalam rangka pengendalian dan pengaturan penggunaan tanah tersebut,  dibentuk 
peraturan terkait penataan ruang, yaitu dengan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 
2007 Tentang Penataan Ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah 
nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. 
Dalam rangka mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, 
produktif dan berkelanjutan tersebut, pemerintah pusat memberikan kewenangan 
kepada kepada pemerintah daerah untuk mengatur tanah dan potensi yang ada di 
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Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
hal,47. 
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daerah untuk diatur sedemikan rupa sesuai dengan tujuan yang diberikan oleh 
pemerintah pusat, salah satunya dengan pengaturan lahan pertanian. Bahwa dalam 
rangka menjaga agar tidak semakin berkurangnya lahan pertanian, maka dibentuk 
regulasi ataupu aturan terkait pelindungan lahan pertanian yaitu dengan Undang- 
Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan Bahwa tanah pertanian yang masuk dalam lahan pertanian pangan 
berkelanjutan tidak bisa dialih fungsikan oleh siapapun dan dengan bentuk apapun 
yang terkecuali ditentukan dalam Undang- Undang tersebut. Tujuan di 
lindunginya lahan pertanian yang masuk dalam lahan pertanian pangan 
berkelanjutan tersebut adalah demi menjaga ketahanan pangan dan dalam rangka 
mewujudkan perlindungan lahan pertanian tersebut juga dibentuk peraturan-
peraturan lain untuk menjamin penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian 
tersebut  
Dimana dalam peraturan perundang-undangan terkait dari peraturan 
perundang-undangan yang paling tinggi sampai dengan peraturan perundang-
undangan dibawahnya sudah harmonis dan sesuai dalam rangka pengaturan dan 
perlindungan lahan pertanian. 
3.2  Perizinan Konversi Lahan Pertanian di Kabupaten Sukoharjo 
Kebijakan pemerintah daerah khususnya kabupaten Sukoharjo yang 
berkaitan dengan pemerian izin  alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan 
kebijakan tata ruang dan pemetaan wilayah daerah kabupatenSukoharjo telah 
memiliki legitimasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah yang kemudian dijadikan patokan Kabupaten Sukoharjo 
dalam menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang urusan 
pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten Sukoharjo. 
Kemudian dalam upaya untuk menataa tata ruang wilayah di Kabupaten 
Sukoharjo dibentuklah Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031. 
Dimana latar belakang dibentuknya peraturan tersebut sebagai upaya 
mengarahkan pembangunan yang berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan 
berkelanjutan. Tentunya hal tersebut diwujudkan melalui upaya kebijakan serta 
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strategi pengembangan diberbagai wilayah Kabupaten Sukoharjo. Salah satunya 
adalah pengembangan kawasan budidaya, salah satunya adalah untuk mendukung 
pertanian, antara lain dalam pasal 5 ayat (3) Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 
14 Tahun 2011: (a). Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian 
untuk meningkatkan produktifitas. (b). Mencegah alih fungsi lahan pada sawah 
beririgasi teknis. (c). Mengembangkan mekanisme insentif dan disentif pada lahan 
pertanian pangan berkelanjutan. 
Sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan salah 
satunya melalui ketentuan umum peraturan zonasi dan ketentuan perizinan. 
Dimana telaah dibagi wilayah- wilayah sesuai dengan zonasinya masing masing, 
salah satunya adalah zona hijau yang biasanya diperuntukian sebagai daerah 
budidaya salah satunya adalah sebagai kawasan pertanian. Kawasan yang 
diperuntukan sebagai kawasan pertanian di Kabupaten Sukoharjo ini mencapai 
23.742 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua ) hektar yang terdiri dari 
pertanahan lahan basah dan pertanian lahan kering yang tersebar diseluruh 
kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Dimana kawasan pertanian tersebut dalam 
Perda Kabupaten Sukoharjo ditetapkan Sebagai lahan pertanian pangan 
berkelanjutan. Dimana lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian 
pangan berkelanjutan tidak bisa di alih fungsikan kecuali untuk keperluan umum 
dank arena terkena bencana menurut syarat yang diatur dalam pertauran 
perundang-undangan. Namun pengaturan mengenai lahan pertanian pangan 
berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo masih sangat kurang. Terbukti dalam 
konsideran Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 yang menetapkan 
kawasan kawasan yang dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak 
mencantumkan UU Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan, dimana Undang-Undang tersebut menjadi patokan hukum 
dalam pengaturan mengenai Lahan pertanian pangan berkelanjutan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/ 
Kota.  
Hal tersebut dapat dilihat dari ketidak harmonisan antara kawasan yang 
diperuntukan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan kawasan yang 
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diperuntukan sebagai kawasan peruntukan industri. Dimana kawasan lahan 
pertanian pangan berkelanjutan sebagaiman diatur dalam pasal 33 Perda 
kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 juga ikut dijadikan sebagai kawasan 
peruntukan indusri sebagaimana diatur dalam pasal 36 Perda Kabupaten 
Sukoharjo Tersebut. Tentunya hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat 
ekosistem serta tingkat kesuburan tanah yang berujung pada akibat menurunnya 
prosentase tingkat penghasilan hasil panen di Kabupaten Sukoharjo. 
Sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sukoharjo 
adalah salah satunya dengan ketentuan perizinan. Perizinan sebagai instrument 
pemerintah untuk melakukan tindakan pemerintahan. Setiap izin yng dikeluarkan 
oleh pemerintah harus diatur dalam suatu peraturan perundang- undangan. Sesuai 
dengan pengertian dari izin, maka izin merupakan bagian dari tindakan 
pemerintahan, sehingga setiap penerbitan izin harus didasarkan pada legalitas. 
Dalam kaitannya untuk menyelenggarakan otonomi daerah, izin sebagai salah satu 
bentuk dari pelayanan publik harus diatur dalam peraturan daerah. Hal ini 
berkaitan dengan legitimasi dan keabsahan pemerintah daerah dalam 
menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat. Selain memberikan legitimasi 
kepada pemerintah, peraturan daerah selaku produk hukum memiliki fungsi untuk 
mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sehingga suatu peraturan 
daerah tidak boleh semata- mata hanya memuat kepentingan dari penguasa.
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Perizinan mengenai konversi lahan tersebut menjadi penting, karena perizinan 
tersebut dapat dikatakan sebagai alat untuk melakukan kontrol pada suatu 
kegiatan masyarakat dalam hal ini mengenai perizinan. Dengan pengetatan 
perizinan konversi lahan pertanian diharapkan akan dapat menekan laju alih 
fungsi lahan pertanian tersebut. Sehingga dampak buruk dari alih fungsi tersebut 
dapat dicegah. 
Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 67 Perda kabupaten Sukoharjo 
Nomor 14 tahun 2011. Kemudian untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68, Pasal 
69, Pasal 70, pasal 71 dan Pasal 72 Perda kabupaten Sukoharjo tersebut 
7
Dita Dwi Arisandi dan Lilik Pudjiastusti, Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan 
Daerah Kabupaten/ Kota Di Bidang Perizinan ,dalam buku Perizinan di Era Citizen Friendly, 
Harun, 2017, Surakarta: Muhammadiyah University Press, Hal. 25. 
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dibentuklah Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pemanfaatan 
Ruang, yang menjalaskan terkait dengan ketentuan perizinan dan perubahan 
penggunaan tanah di Wilayah Kabupaten Sukoharjo. Dimana izin perubahan 
pengguanaan tanah adalah izin pemanfaatan ruang yang wajib dimiliki oleh orang 
atau badan yang akan melaksanakan kegiatan yang akan mengubah peruntukan 
penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian dengan batasan keluasan 1 
(satu) hektar dan izin tersebut hanya berlaku untuk satu lokasi tanah. Tentunya 
untuk memperoleh izin penggunaan tanah tersebut harus memenuhi tata cara 
sebagimana yang telah diatur dalam pasal 30 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 
67 Tahun 2011 dan tentunya izin tersebut dapat dicabut jika pemilik izin tersebut 
melakukan hal- hal yang diatur dalam Pasal 33 Peraturan Bupati Sukoharjo 
Nomor 67 Tahun 2011 tersebut. 
4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan 
Pertama, pengaturan mengenai alih fungsi lahan pertanian pada dasarnya 
telah diatur secara runtut dalam peraturan perundang-undangan. Dimana dalam 
setiap peraturan perundang-undangan terkait dengan  dengan pengaturan alih 
fungsi lahan pertanianbelum harmonis dalam rangka menjaga alih fungsi lahan 
pertanian pangan berkelanjutan. Hal tersebut sangat penting sebagai salah satu 
wujud dalam rangka menjaga lahan pertanian tersebut telah dibentuk pengaturan 
tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal tersebut sebagai 
upaya untuk melindungi lahan- lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai 
lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka menjaga ketahanan dan 
swasembada pangan.  
Kedua, kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah 
daerah untuk mengatur daerahnya adalah sebagi bentuk penyelenggaraan otonomi 
daerah. bahwa dalam rangka melindungi lahan pertanian belum ada peraturan 
setingkat peraturan daerah yang mengatur secara khusus tentang perlindungan 
lahan pertanian. Sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten 
Sukoharjo adalah salah satunya dengan ketentuan perizinan yang mana telah 
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diatur secara ketat terkait perizinan alih fungsi lahan pertanian di Sukoharjo 
dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pemanfaatan Ruang, 
yang menjalaskan terkait dengan ketentuan perizinan dan perubahan penggunaan 
tanah di Wilayah Kabupaten Sukoharjo.. Tentunya untuk memperoleh izin 
penggunaan tanah tersebut harus memenuhi tata cara yang ketat sebagimana yang 
telah diatur dalam pasal 30 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 
dan tentunya izin tersebut dapat dicabut jika pemilik izin tersebut melakukan hal- 
hal yang diatur dalam Pasal 33 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 
tersebut. 
4.2  Saran 
Pertama, kebijakan Pemerintah Daerah Sukoharjo terkait perlidungan 
lahan pertanian pangan berkelanjutan perlu atur lebih lanjut dalam Peraturan 
Daerah. Dikarenakan masih adanya ketidak harmonisan antara kawasan yang 
diperuntukan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dijadikan satu 
dengan kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan industri 
Kedua, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam hal ini sebagai pihak yang 
berwenang dalam menata ruang wilayah tentunya harus lebih bijaksana dalam 
menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dikarenakan tidak bisa 
berdampingan kawasan yang diperuntukan sebagai lahan pertanian pangan 
berkelanjutan dengan kawasan yang diperuntukan sebagai industri 
Ketiga, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam hal ini sebagai pihak yang 
berwenang memberikan izin penggunaan tanah haruslah lebih selektif dalam 
memberikan izin penggunaan tanah terutama dalam hal tanah tersebut masuk 
dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan. 
Keempat, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam hal ini sebagai pihak 
yang berwenang perlindungan lahan pertanian, perlu adanya sosialisasi kepada 
masyarakat terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang 
sangat penting demi mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan di 
Kabupaten Sukoharjo pada khususnya. 
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